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Abstrak
S€bagai salah satu ciri dari Negar'a Hukum (Recir Sraar) adalah adanya suatu pemdilan
yang bebas dar tidak memihak. Dengan demikian jelas tidak memberikan k€sempatan
dalan peradilar mtut memperlalekar ketidakadilan bagi selunrh warga n€gara lndon€sia
tadpa kecuali. Dlam kenyataatr (realita) sekarang, bukan hal yang tabu indikasi pnkek
mafia pemdilan, ya g mengg€ser salah satu ciri dari Negara Hulalm- Setelah arnandemen
UUD 1945, stsuktur Ketatanegaman [ndonesia berubah, s€hingga mernperluas ruang
lingkup leirbaga ),udikatif yaitu dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (MKRI) drn Komisi Yudisial (KY), yang diharapkan dapat memerangi praktek
mafia peradilar
Maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam siruktur kekuasaan kehakiman
Indonesia, sesuai dengan tugas dan weweDangnya, diatuf dalarn UUD 1945 (pasal 24B)
dan tru Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakirnan sena LtU Nomor 22 taiun 2004
tentang Komisi Yudisial.
Pada dasamya Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan tersebut mempunyai
wewenang daII tugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dalam rangka menjaga
dan menegakkatr k€homatan martabat serta perilaku hakim. Sehubungan dengan
wewenang tersebug Komisi Yudisial rnempunFi tugas melakukan pengawasan terhadap
perilaku hakin serta m€ngajukan usul menjatuhkan sanksi t€rhadap hakim dan hakim
agu:lg kepada pimpinan Mahkamah Agung. Dengan demikian masyarakat dapat
mengharapkan bahwa KY dapat memerangi prakek mafia peradilan.
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I. PENDAHTJLUAN
Negara Indonesia dalah Negala Hukum (Recrt .Stdar) yang merupatan salah
satu L-unci pohon yang pertama dari sistem pemerinta-lnn Negaia Republik Indonesia
yang sudah diterapkan sejak berdirinyaNegara Republik Indonesia pada tanggal 18
Agustus 1945 yakni sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Negara
Indonesia ialalr Negara Hukum yang berdasarkan atas Hukum (Re c ht SkM t),lrdak
berdasarkan atas keku asaanbelaka (Mac hts Staat).
Sistem Pemerintahan Negam Indonesia dijelaskar dengan terang dan sistematis
dalampenjelasan UUD 1945 yang mengandung arti bahwa Negara, termasuk di
104 PRANATA HAKUM volune 2 Nonor 2 -Juli 2007
LintjeArrna Marpaung
Dosen Fakultas llukum dan Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung
